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ABSTRAK 

Asyifa Aulia Trisna Putri Kamal (2025): Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap 

Putusan Mahkamah Syar’iyah 

No.2/JN/2024/Ms.Bir Tentang 

Jarimah Pelecehan Seksual 

Terhadap Anak Dibawah Umur  

Di Kabupaten Bireuen Provinsi 

Aceh 

  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan pelecehan 

seksual terhadap anak dibawah umur yang masih terjadi di berbagai daerah 

wilayah Aceh terkhusus Bireuen, yang mana pelakunya merupakan orang-orang 

terdekat seperti ayah kandung. Aceh memiliki Qanun dalam memutuskan 

permasalahan Jinayat. Maka dari itu, penelitian ini berlokasi pada Mahkamah 

Syar‟iyah Bireuen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Syar‟iyah 

No.2/JN/2024/Ms.Bir di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh terkait jarimah 

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga 

mengkaji penerapan fiqh jinayah dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 

yang berkaitan dengan jarimah tersebut, berdasarkan keputusan yang telah 

diambil. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (Library 

Research). Data yang digunakan berupa data kualitatif. Pendekatan yang 

diterapkan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu Putusan 

Mahkamah Syar‟iyah No.2/JN/2024/Ms.Bir; data sekunder dari literatur terkait 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; serta data tersier bersumber dari internet. 

Analisis data dilakukan melalui analisis isi. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mengenai pelecehan 

seksual terhadap anak dibawah umur dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

pertama, putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar‟iyah dalam 

menangani perkara tersebut dengan hukuman 78 bulan bagi terdakwa ZA sebagai 

bentuk sanksi dan penegasan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi; 

kedua, dari tinjauan Fiqh Jinayah, pelecehan seksual merupakan pelanggaran 

serius yang dikenakan ta‟zir, didukung oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 

 

Kata Kunci: Jarimah, Pelecehan Seksual, Qanun Aceh, Fiqh Jinayah 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahi Rabbil‟alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap 

Putusan Mahkamah Syar‟iyah Bireuen No. 2/Jn/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi 

Aceh”. Shalawat beserta salam penulis curahkan kepada junjungan umat Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari kegelapan menuju cahaya, 

serta menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita semua dapat 

meneladani akhlak dan ajarannya, dan mendapatkan syafa‟at di hari yang penuh 

perhitungan, Aamiin Yaa Rabbal „Alamiin. 

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari‟ah 

Dan Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan 

ini terdapat banyak keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga 

kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan 

kualitas penelitian di masa mendatang.  

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
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kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kedua orang tuaku, Cinta sejati dan panutanku, Ayahanda Mustafa 

Kamal. Walaupun jarang bertemu, terima kasih yang tulus atas semua 

cinta dan pengorbananmu. Setiap nasihat, dukungan dan kasih 

sayangmu telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih baik. 

Dan Cahaya kehidupanku, Ibunda Nel Wati. Beliau adalah pilar 

kekuatanku, sosok yang selalu mendukung dan mendo‟akanku tanpa 

henti. Ibu, meskipun dulu ibu tidak mampu menlanjutkan pendidikan 

ke jenjang selanjut, cita-cita ibu agar anakmu menjadi sarjana 

membakar semangatku untuk meraih impian yang ibu idamkan. Serta, 

Ketiga saudaraku terkasih Nike Amelia, Veby Monica, dan Tengku 

Iqbal Maulana. Terima kasih yang tulus atas semua dukungan dan do‟a 

serta semangat yang luar biasa. 

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor 

UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,Lc., M.A, 

Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan 

III Ibu Dr. Hj. Shofia Hardani, M.Ag, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

mempermudah proses penyelesaian skripsi ini 
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4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata 

Negara (Siyasah) yang telah memberikan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi penulis dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku 

Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta selaku 

Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu dan 

memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Materi yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian 
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Pembimbing Metopel yang telah memberikan bimbingan, arahan dan 

juga motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

khususnya Dosen Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis 
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dan kehadiran kalian dalam setiap langkahku sangat berarti. Semoga 

kita semua sukses dunia dan akhirat.   

8. Teima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan 

semangat serta do‟a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara 

teori ataupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, 

penulis sangat berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik yang 

membangun. Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan 

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi 

manfaat dan bisa menambah pemahaman ilmu pengetahuan. Aamiin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pekanbaru, 20 Mei 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ace .h, se .bagai salah satu provinsi di Indone .sia, me .miliki se.jarah 

panjang dalam hal pe .rjuangan untuk me.ndapatkan pe .ngakuan atas hak-hak 

politik dan budaya. Konflik be.rke .panjangan antara Ge .rakan Ace .h Me.rde.ka 

(GAM) dan pe .me.rintah Indone .sia te.lah me.micu ke.tidakpuasan masyarakat 

Ace .h te .rhadap pe .nge .lolaan sumbe .r daya alam dan kondisi sosial-e .konomi yang 

tidak adil. Upaya pe .nye.le .saian konflik ini me.ncapai titik te.rang de .ngan 

pe.nandatanganan Me .morandum of Unde.rstanding (MoU) He .lsinki pada tahun 

2005, yang me .mbe.rikan dasar bagi otonomi khusus Ace .h.
1
  

Pe.mbe.rian otonomi khusus ke.pada Ace .h diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 te.ntang Pe.me .rintahan Ace.h.
2
 Undang-undang ini tidak 

hanya me .ngakui hak-hak politik masyarakat Ace .h, te.tapi juga me .mbe.rikan 

ruang bagi pe .ne .rapan syariat Islam dalam siste.m hukum dae .rah. Hal ini 

be.rtujuan untuk me .nghormati ke.arifan lokal dan budaya Ace .h yang te .lah lama 

ada. 

                                                           
1
 MoU Helsinki (2005). "Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka." 
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
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Pe.mbe.rian otonomi khusus bagi Provinsi Dae.rah Istime .wa Ace .h 

se.bagai provinsi Nanggroe . Ace .h Darussalam juga me .lahirkan harapan dan 

me.mbuka pe .luang untuk tumbuhnya kratifitas, diskre.si dan ke .be.basan bagi 

pe.me .rintah provinsi dan Kabupate .n/Kota se .rta masyarakat Ace .h pada 

umumnya untuk me.ne.mukan ke .mbali ide.ntitas diri dan me.mbangun 

wilayahnya. 

Pe.me.rintahan Ace .h dibe.ntuk be.rdasarkan Siste .m Pe.me.rintahan Ne .gara 

Ke .satuan Re.publik Indone.sia, yang me .nurut Undang-Undang Dasar Ne .gara 

Re.publik Indone .sia Tahun 1945; me.ngakui dan me.nghormati satuan-satuan 

pe.me .rintahan dae .rah yang be .rsifat khusus atau be .rsifat istime.wa. 

Dalam ke .rangka otonomi khusus yang diatur pada Undang-Undang 

Re.publik Indone .sia Nomor 18 Tahun 2001 Te.ntang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Dae.rah Istime .wa Ace .h Se.bagai Provinsi Nanggroe . Ace .h Darussalam. 

Ace .h me .miliki ke.we .nangan untuk me .mbuat qanun, yaitu pe .raturan dae .rah 

yang se .suai de.ngan syariat Islam. Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 te.ntang hukum jinayah atau se .cara hukum formal dise.but Hukum Pidana 

Islam yaitu untuk me .ngarahkan prose .s ke .hidupan masyarakat dalam bingkai 

syari‟at islam. 
3
 ke .lahiran  Qanun ini me .rupakan salah satu produk hukum yang 

pe.nting.
4
 Dan Qanun ini be.rtujuan untuk me .lindungi masyarakat, khususnya 

pe.re .mpuan dan anak, dari tindakan pe .le.ce .han se.ksual. 

                                                           
3
 Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, “Implementasi Qnun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Riau”, Jurnal Kebijakan Pemerintah, Vol.3 No.1, 

2020, 12. 
4
 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Pelecehan Seksual. 
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Masalah pe .le.ce.han se .ksual te.rhadap anak di bawah umur me .rupakan 

isu yang sangat se .rius dan pe .rlu me .ndapat pe .rhatian khusus dari masyarakat, 

pe.me .rintah, dan pe .ne.gak hukum. Hal ini dise .babkan ole .h dampak jangka 

panjang yang ditimbulkan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat se.cara 

ke.se .luruhan. Anak adalah ge .ne .rasi pe.ne .rus bangsa yang me .miliki hak untuk 

dilindungi dari se .gala be.ntuk ke.ke.rasan dan pe .ngungkapan. Ne .gara me .lalui 

be.rbagai re .gulasi me .miliki tanggung jawab untuk me.njamin pe.rlindungan hak-

hak anak. 

Pe.le.ce .han se .ksual te .rhadap anak dapat dide .finisikan se .bagai se .gala 

be.ntuk tindakan se.ksual yang dilakukan te .rhadap anak yang be .lum mampu 

me.mbe.rikan pe .rse.tujuan se .cara sah. Je.nis-je.nis pe.mikiran se .ksual ini me .liputi 

e.ksploitasi se.ksual, ke.licikan, pe .rbuatan cabul, se.rta tindakan yang 

me.me.ntingkan martabat anak. Pe .le.ce .han ini bisa te .rjadi di be.rbagai 

lingkungan, te .rmasuk di rumah, se .kolah, dan te .mpat umum. 

Pe.le.ce .han se .ksual te .lah me .njadi masalah sosial yang se .rius di 

Indone .sia, te.rmasuk di Ace .h. Masyarakat se .ring kali me .nghadapi ke .sulitan 

dalam me .laporkan kasus pe .le.ce .han kare .na stigma sosial dan kurangnya 

pe.mahaman te .ntang hak-hak me .re.ka. Ole .h kare .na itu, qanun ini diharapkan 

dapat me .mbe.rikan pe .rlindungan hukum yang le.bih baik bagi korban. Fiqih 

Jinayah me .rupakan cabang ilmu hukum Islam yang me .ngatur te .ntang 

kriminalitas dan sanksinya. Dalam konte.ks ini, pe.nting untuk me.nganalisis 

bagaimana fiqih jinayah me.mandang kasus pe .le .ce .han se.ksual te.rhadap anak. 

Fiqih jinayah me .ne.tapkan be .be.rapa sanksi bagi pe.laku ke .jahatan se .ksual. 
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Kajian ini akan me .mbahas sanksi yang dite .rapkan dalam ke .putusan mahkamah 

dan re .le.vansinya de .ngan hukum Islam. 

Namun pe .le.ce .han se.ksual ini tidak hanya me .ncakup aspe .k hukum, 

te.tapi juga me .nye .ntuh aspe.k sosial dan psikologis dari korban. Le .mbaga sosial 

yang me .miliki pe.ran pe .nting dalam me .ndukung korban me.ngungkapkan hal 

yang se .ksual. Ke .rjasama antara pe .me .rintah, masyarakat, dan le .mbaga sosial 

dalam me .nangani kasus ini sangat dipe .rlukan untuk me.nciptakan lingkungan 

yang aman bagi anak.  

Pe.le.ce .han se .ksual te.rhadap anak ini be .rdampak sangat luas dan 

be.ragam. Se.cara fisik, korban dapat me .ngalami ce .de.ra atau me .nularkan 

pe.nyakit se.ksual. Se.cara psikologis, anak dapat me.ngalami trauma yang 

be.rke .panjangan, me .ngganggu pe .rke .mbangan me .ntal dan e .mosional me.re.ka. 

Banyak korban yang me.ngalami de .pre .si, ke.ce.masan, dan gangguan stre .s 

pascatrauma (PTSD). Se.lain itu, dampak sosial juga dapat te .rjadi, di mana 

korban sulit be.rinte.raksi de.ngan te .man se.baya dan mungkin me.ngalami stigma 

dari masyarakat. 

Masyarakat Ace .h me.miliki latar be.lakang sosial-budaya yang khas, di 

mana norma-norma agama dan tradisi lokal sangat me .me .ngaruhi pe .rilaku 

sosial me.re .ka. Pe.mahaman masyarakat te .ntang qanun ini akan sangat 

dipe.ngaruhi ole .h budaya dan norma yang ada. Ole.h kare .na itu, pe.nting untuk 

me.nganalisis bagaimana qanun ini dite .rima dalam konte.ks lokal. Ke .te.rlibatan 

be.rbagai pihak, te .rmasuk pe .me.rintah, masyarakat sipil, dan organisasi 

pe.re .mpuan, sangat pe .nting dalam me .ndukung imple.me.ntasi qanun ini. 
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Ada be .rbagai faktor yang me .nye .babkan me .ningkatnya kasus pe .le.ce .han 

se.ksual te.rhadap anak. Be .be .rapa di antaranya adalah kurangnya pe .ndidikan 

te.ntang se .ksualitas, ke.tidak be .rdayaan anak dalam me.lindungi diri, se.rta faktor 

lingkungan se .pe.rti ke .miskinan dan kurangnya pe.ngawasan orang tua. Se.lain 

itu, adanya norma sosial yang me .ngizinkan atau me.ngabaikan tindakan juga 

ikut be.rkontribusi. Maka dari itu pe .ndidikan me .njadi kunci dalam pe .nce.gahan 

pe.le .ce.han se .ksual. E.dukasi me.nge .nai hak-hak anak dan bahaya me .mahami 

se.ksualitas pe .rlu dibe .rikan ke .pada anak-anak, orang tua, dan masyarakat se .cara 

luas. Pe.ntingnya program-program pe .ndidikan yang dapat me .ningkatkan 

ke.sadaran masyarakat te .rkait isu-isu se.ksual.   

Pe.ne.gakan hukum yang te.gas te .rhadap pe .laku pe .le.ce .han se .ksual sangat 

pe.nting untuk me .mbe.rikan rasa aman ke .pada anak-anak. Undang-Undang 

Pe.rlindungan Anak di Indone.sia te .lah me .ngatur te.ntang larangan me .mbiarkan 

lingkungan hidup dan sanksi bagi pe .langgar. Namun dalam praktiknya, se.ring 

kali te.rdapat ke .ndala dalam pe .ne .rapan hukum, te.rmasuk kurangnya 

pe.mahaman di kalangan pe .ne.gak hukum dan masyarakat. Maka dari itu, 

pe.rse .psi masyarakat te .rhadap qanun ini akan me .mpe.ngaruhi tingkat partisipasi 

me.re .ka dalam me.laporkan kasus pe .le.ce .han se.ksual. Pe.ne .litian ini akan 

me.nge .ksplorasi bagaimana masyarakat Bire .ue.n me.mahami qanun te .ntang 

jarimah pe .le.ce .han se.ksual dan apa yang me .njadi ke.ndala bagi me .re.ka dalam 

me.laporkan kasus te .rse.but. 

Be .lakangan se .ring kita lihat re .alita di Bire .ue .n, banyak se .kali te.rjadi 

kasus pe .le.ce .han se .ksual te.rhadap orang de .wasa maupun anak dibawah umur. 
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Namun pada pe .ne .litian ini pe.nulis akan be.rfokus pada salah satu fe .nome.na 

yang te .rjadi ialah, pada kasus ini oknum me .rupakan bapak kandung yang 

me.lakukan pe .le.ce .han te .rhadap anak kandungnya, pe .laku diamankan kare .na 

te.lah me .lakukan tindak pidana pe .le .ce.han se .ksual te.rhadap anak-anak dibawah 

umur
5
. 

De .ngan kronologi se .bagai be.rikut: 

Pe.rkara pe .le.ce .han se.ksual te.rse .but te.rjadi, pada Jum'at 23 Fe .bruari 

2024 se.kira pukul 00.30 WIB be .rte .mpat di rumah ZA di Dusun Damai De .sa 

Pante. Pisang, Ke .camatan Pe.usangan, Kabupate .n Bire .ue .n pada saat Te .rdakwa 

se.dang tidur be .rsama de .ngan saksi S yang me .rupakan anak kandungnya dan 

anak A (10 tahun) di rumah te.rdakwa. Te .rdakwa ZA me .maksa S untuk tidur 

disampingnya, namun S te.tap me .nolak. Ke .mudian ia be .rdiri dan tidur 

disamping S dan langsung me .me.luk dan me.ncium pipi se.rta dahi S, dan S 

me.ne .pis tangan ZA dari tubuhnya, namun ZA masih te.tap me.me.luk S se.raya 

me.me.gang dan me .raba ke .dua payudara S dari luar baju. Se .lanjutnya ZA 

langsung naik ke . atas tubuh S dan me.narik tangannya dan me .le.takkan tangan S 

ke. ke .maluannya, namun S langsung me .lawan de.ngan me .narik tangan dan 

me.ndorong tubuh ZA dari atas tubuhnya. Lalu te .rdakwa e .mosi dan me.maki S 

de.ngan bahasa kotor. 

Lanjutnya, pada Minggu 25 Fe .bruari 2024 se.kira pukul 02.00 WIB 

be.rte .mpat di rumah ZA se.dang tidur be .rsama de .ngan Anak Korban (10) yang 

me.rupakan anak kandung ZA be .rsama anak kandung lainnya. Korban 

                                                           
5
Redaksi, “ Pelecehan Seksual Dua Anak Kandung, Jaksa Tuntut ZA 90 Bulan Penjara, 

Kabaraceh, 1 Juli 2024, https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-

kandung.html. 

https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html
https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html
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me.rasakan ZA me .me.gang dan me .ngge .se.k-ge.se .kkan se.suatu di dalam 

ke.maluan korban, lalu Anak me.rasakan tangan ZA yang be .rada di dalam 

ce .lana dalamnya. Ke .mudian ZA me .ngge .se .kkan jari tangannya di dalam 

ke.maluan Anak se .hingga korban me .rasa sangat ke .takutan dan langsung 

be.rpindah posisi te .mpat tidur me.njauhi ZA. Akibat dari ke .jadian itu, akhirnya 

te.rdakwa ZA dilaporkan ke. pihak be .rwajib ole .h para korban yang me .rupakan 

anak kandungnya se .ndiri.
6
 

Undang-Undang Pe.rlindungan Anak me .miliki pe.ran dalam pe .nanganan 

kasus-kasus yang be .rsifat se.ksual. Namun, bagaimana imple.me.ntasi undang-

undang ini di tingkat lokal, khususnya di Bire .ue.n, akan me .njadi pe .rhatian 

dalam pe .ne.litian ini. Dalam hal ini Mahkamah Syari'ah se .bagai le .mbaga 

pe.radilan yang be .rlandaskan hukum Islam me.miliki pe.ran pe .nting dalam 

me.nangani kasus-kasus jinayah, te .rmasuk me .ngungkapkan se .cara se .ksual. 

Ke .putusan Mahkamah Syar‟iyah No. 2/JN/2024/MS.BIR me .njadi sorotan 

dalam kajian ini. Ke.putusan te.rse .but tidak hanya me .nce .rminkan pe.ne .rapan 

hukum positif, te.tapi juga me .nyiratkan pe .ne.rapan prinsip-prinsip fiqh jinayah 

yang me .ngatur te .ntang ke.jahatan dan sanksi dalam Islam. Ole .h kare .na itu, 

pe.nting untuk me .nganalisis bagaimana Mahkamah Syar‟iyah me .nangani kasus 

ini dan sanksi apa yang dijatuhkan ke .pada pe .laku. 

Dari fe .nome.na diatas me.nimbulkan ke.re .se.han te.rhadap masyarakat 

dae .rah Bire .ue.n. Maka dari itu pe .nulis te.rtarik untuk me .lakukan pe .ne .litian 

te.rhadap “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Mahkamah 

                                                           
6
 Ibid, https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html. 

https://www.kabaraceh.co/2024/07/pelecehan-seksual-dua-anak-kandung.html
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Syar’iyah Bireuen No. 2/JN/2024/Ms.Bir Tentang Jarimah Pelecehan 

Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bireuen Provinsi 

Aceh“ 

Pe.ne.litian ini be.rtujuan untuk me.mbe.rikan kontribusi yang signifikan 

te.rhadap putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue.n No.2/JN/2024/Ms.Bir 

be.rdasarkan imple.me.ntasi Qanun Ace .h Nomor 6 Tahun 2014. Hasil pe .ne.litian 

diharapkan dapat me .njadi bahan e .valuasi bagi pe.me .rintah dan pihak te.rkait 

dalam me .ningkatkan e.fe .ktivitas pe.rlindungan hukum te.rhadap korban 

pe.le .ce.han se .ksual di Ace .h. De.ngan me .ngkaji imple.me.ntasi qanun ini dari 

pe.rspe .ktif fiqih jinayah, pe.ne .litian ini diharapkan tidak hanya me .mbe.rikan 

wawasan te.ntang aspe .k hukum, te.tapi juga kontribusi te.rhadap pe .mbangunan 

sosial dan budaya di Ace.h. Pe.ne .litian ini akan me.njadi re .fe.re .nsi pe.nting bagi 

akade .misi, pe.mbuat ke.bijakan, dan masyarakat sipil. 

B. Batasan Masalah 

Pe.ne.litian ini akan difokuskan pada Kabupate.n Bire .ue.n, Provinsi 

Ace .h, se .bagai lokasi studi. Dalam pe .ne.litian ini akan me .mbahas aspe .k fiqih 

islam yang re .le.van de.ngan ke .putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue.n 

No.2/JN/2024/Ms.Bir, te.rutama me .nge .nai jarimah pe .le.ce .han se .ksual te .rhadap 

anak dibawah umur. Pe .ne.litian ini akan me.mbatasi analisis pada aspe .k hukum 

dan sosial dari imple.me .ntasi Qanun Ace .h Nomor 6 Tahun 2014. Fokus utama 

adalah pandangan fiqih islam te .rkait de .ngan jarimah pe .le.ce .han se .ksual 

te.rhadap anak dibawah umur.    
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada pe.mbahasan ini adalah: 

1. Bagaimana putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue .n No. 2/JN/2024/Ms.Bir 

te.ntang jarimah pe .le.ce.han se.ksual te.rhadap anak dibawah umur di 

Kabupate .n Bire .ue .n Provinsi Ace .h? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah te .rhadap imple.me.ntasi qanun Ace.h 

Nomor 6 tahun 2014 te.ntang jarimah pe .le .ce.han se.ksual te.rhadap anak 

dibawah umur? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pe .ne.litian ini adalah se .bagai be.rikut: 

a. Untuk me.nge .tahui putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue.n No. 

2/JN/2024/Ms.Bir te.ntang jarimah pe .le.ce .han se.ksual te .rhadap anak 

dibawah umur di Kabupate.n Bire .ue .n Provinsi Ace .h. 

b. Untuk me.nge .tahui analisis tinjauan Fiqh Jinayah te.rhadap imple.me .ntasi 

qanun Ace .h nomor 6 tahun 2014 te .ntang jarimah pe .le.ce .han se .ksual 

anak dibawah umur  

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat pe .ne.litian ini dibagi me .njadi 2, yaitu manfaat 

te.oritis dan manfaat praktis. Se.bagai be .rikut: 

a. Manfaat Te .oritis 

Pe.ne.litian ini diharapkan dapat me.mbe.rikan kontribusi pada 

pe.nge .mbangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam 
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dan ke .bijakan publik. De .ngan me .nganalisis Qanun Ace .h Nomor 6 

Tahun 2014 be .rdasarkan putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue.n No. 

2/JN/2024/Ms.BR dari pe.rspe .ktif fiqih jinayah, pe .ne.litian ini akan 

me.mpe.rkaya lite.ratur te .ntang inte .grasi nilai-nilai Islam dalam siste.m 

hukum dae .rah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Se.bagai pe .ningkatan ke.sadaran hukum bagi masyarakat di 

Kabupate .n Bire .ue .n me.nge.nai Qanun Ace .h Nomor 6 Tahun 2014. 

2) Se.bagai alat yang be .rguna bagi pe .me.rintah dae .rah dan le .mbaga 

swadaya masyarakat dalam me.ningkatkan e .fe .ktivitas imple.me.ntasi 

qanun. 

3) Se.bagai be .ntuk dukungan bagi korban pe .le.ce.han se.ksual. 

4) Se.bagai sumbangsih be .rupa karya ilmiah bagi Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum. 

5) Se.bagai salah satu syarat untuk me .mpe.role.h ge .lar Sarjana Hukum 

di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Unive .rsitas Islam Ne .gri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk me .mpe.role.h ke.mudahan dalam pe .ne.litian ini pe .nulis 

me.ngklasifikasi pe .ne.litian ini dalam be .be .rapa bab dan se .tiap bab te .rdiri dari 

be.be .rapa sub bagian se .suai de.ngan buku panduan pe.nulisan skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum, yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini be .risi latar be .lakang masalah, Batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan pe .nilitian, manfaat pe .ne.litian, dan siste.matika 

pe.nulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Pada bab ini me.ngkaji bagian pustaka me.nge .nai ke.rangka te.oritis, 

pe.nge .rtian fiqih jinayah, pe .nge .rian mahkamah syar‟iyah, jarimah, 

pe.le .ce.han se .ksual, kajian te .oritis te.rkait putusan-putusan, 

pe.ne .litian te.rdahulu, se.rta ke .rangka be .rpikir.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini be.risi Je.nis pe.ne.litian, Lokasi Pe.ne.litian, Sumbe.r 

Data dan Te .knik Analisis Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini be.risi te.ntang hasil dari analisis dan pe.ne .litian te.rkait 

imple.me.ntasi qanun Ace .h Nomor 6 Tahun 2014 te.ntang jarimah 

pe.le .ce.han se .ksual te.rhadap anak dibawah umur be .rdasarkan 

putusan Mahkamah Syari‟ah Bire .ue.n No. 2/JN/2024/Ms.BR di 

Kabupate .n Bire .ue .n Provinsi Ace .h. 

BAB V : PENUTUP  

Me.rupakan bagian akhir yang be .risi ke.simpulan dan saran  
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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Putusan 

Putusan adalah pe .rnyataan hakim yang dibuat se.bagai hasil dari 

pe.me .riksaan pe .rkara gugatan. Putusan dapat dituangkan dalam be .ntuk 

te.rtulis dan diucapkan di sidang te .rbuka untuk umum. Pada pe .ne.litian ini 

putusan yang digunakan me .rupakan putusan Mahkamah Syar‟iyah 

Bire .ue .n No. 2/Jn/2024/Ms.Bir.

Dasar Pe .rtimbangan Hakim:Hakim ke.tika me.ngadili se.buah 

pe.rkara, apalagi yang me.lihat de .ngan pandangan progre .sifitas dan 

re .sponsifitas hukum, pasti be.rani me .mbuat se .macam antite .sa te .rhadap 

bunyi dan ke .be .rlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah 

pe.jabat pe .radilan Ne .gara yang dibe .ri we .we.nang ole .h Undang-Undang 

untuk me.ngadili suatu pe .rkara yang dihadapkan ke.padanya
7
. 

a. Pe.rtimbangan Yuridis 

Yang dimaksud de.ngan pe.rtimbangan be .rsifat yuridis ialah 

pe.rtimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang te .rjadi 

dalam pe .rsidangan dan ole.h undang-undang dite .tapkan. Se .bagai yang 

harus dite .tapkan di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud te .rse .but 

antara lain:  

 

                                                           
7
 Ahmad Rifao, “penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3. 
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1) Dakwaan jaksa pe .nuntut umum 

2) Ke .te.rangan te .rdakwa 

3) Ke .te.rangan saksi 

4) Barang-barang bukti 

5) Pasal-pasal dalam pe .raturan hukum pidana  

Se.te.lah adanya hal-hal te.rse .but, dalam praktik putusan Hakim 

se.lanjutnya, langsung dise.butkan pe .rkara yang me.njadi yang me .njadi 

pe.rtimbangan hal-hal yang me .mbe.ratkan dan me.ringankan . Alasan-

alasan yang me .ringankan hukuman dalam KUHP adalah pe .rcobaan, 

me.mbantu dan be .lum de.wasa, se .dangkan alasan yang me .mbe.ratkan 

dalam KUHP se .bagian be.sar adalah ke .dudukan jabatan.  

b. Pe.rtimbangan Sosiologis 

Pe.rtimbangan sosiologis adalah pe .rtimbangan yang 

me.nggunakan pe .nde .katan pe.nde .katan te.rhadap latar be .lakang, kondisi 

sosial e.konomi dan nilai-nilai yang te .rkandung dalam masyarakat. 

Disamping itu, pe .rtimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam 

me.njatuhkan pidana didasarkan pada latar be .lakang sosial te .rdakwa 

dan me .mpe.rhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan me .mpunyai 

manfaat bagi masyarakat
8
.  

Pe.rtimbangan ke .putusan dise.suaikan de.ngan kaidah-kaidah, 

asas-asas dan ke .yakinan-ke .yakinan yang be .rlaku dalam masyarakat. 

                                                           
8
 Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), 67. 
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Kare .na itu pe .nge .tahuan te .ntang sosiologis dan psikologis pe .rlu 

dimiliki ole.h se.orang hakim. 

c. Pe.rtimbangan Umur 

Batasan umur anak te .rgolong sangat pe .nting dalam pe .rkara 

pidana anak, kare .na dipe.rgunakan untuk me .nge .tahui se .se.orang yang 

diduga me .lakukan ke .jahatan te .rmasuk kate .gori anak atau bukan. 

Me.nge .tahui batasan umur anakanak, te .rjadi ke.be.ragaman dibe .rbagai 

ne.gara yang me .ngatur te.ntang usia anak yang dapat dihukum. Di 

ne.gara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila te.lah me.ncapai 

usia 6 tahun, di Je.rman 14 tahun se .hingga dike .nal de .ngan istilah ist 

muchtstraf bar atau can be. guilty of any affe .nce . yang be .rarti di atas 

umur te.rse .but re.latif dapat dipe.rtanggungjawabkan atas pe.rbuatannya 

se.pe .rti orang de .wasa yang me .ndapat putusan be.rupa tindakan maupun 

pidana yang be .rsifat khusus
9
. 

Dalam Qanun Ace .h Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 dise.butkan 

Apabila anak yang te .lah me.ncapai umur 12 (dua be.las) tahun te.tapi 

be.lum me.ncapai umur 18 (de .lapan be .las) tahun atau be .lum me.nikah 

me.lakukan jarīmah, maka te .rhadap anak te .rse .bu dapat di ke .nakan 

„uqūbah paling banyak 1/3 (satu pe.rtiga) dari „uqūbah yang te .lah di 

te.ntukan bagi orang de .wasa dan/atau di ke .mbalikan ke .pada orang 

tuanya/walinya atau di te.mpatkan di te.mpat yang di se.diakan ole.h 

Pe.me.rintah Ace .h atau Pe .me.rintah Kabupate .n/Kota. 

                                                           
9
 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982), 147. 
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2. Mahkamah Syar’iah 

Mahkamah Syar'iyah pada hake .katnya adalah pe .nge .mbangan dari 

pe.ngadilan Agama de .ngan pe .rubahan ke .we.nangan yang me .ncakup 

pe.rkara jinayat. 
10

Mahkamah syar‟iyah se .ndiri dire.smikan pada tanggal 4 

Mare .t 2003 M/1 Muharram 1424 H. Mahkamah Syar‟iyah me .rupkan 

pe.nge .mbangan dari pe .radilan agama. Mahkamah Syar‟iyah didasarkan 

pada Undang-undang nomor 18 tahun 2001, Ke.pre.s nomor 11 tahun 2003, 

dan Qanun Provinsi Nanggroe . Ace .h Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. 
11

 

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar‟iyah se .bagai 

be.rikut: 

a. Ke .kuasaan dan Ke .we .ngan Mahkamah Syar‟iyah dan Mahkamah 

Syar‟iyah Provinsi adalah ke .kuasaan dan ke .we.nangan 

Pe.ngadilan.Agama dan Pe.ngadilan Tinggi Agama ditambah de.ngan 

ke.kuasaan dan ke.we .nangan lain yang be .rkaitan de.ngan ke .hidupan 

masyarakat dalam bidang ibadah dan syi‟at Islam yang dite .tapkan 

dalam Qanun: 

1) Ke .kuasaan dan ke .we .nangan Pe .ngadilan Agama, se .suai de .ngan 

pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah 

me.me.riksa, me .mutus, dan me .nye .le.saikan pe.rkara-pe .rkara 

ditingkat pe .rtama antara orang-orang yang be.ragama Islam 

                                                           
10

 Mahkamah Syar‟iyah Bireuen Kelas 1B, “Sejarah Mahkamah Syar‟iyah Bireuen”, 1 

maret 2025, https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-bireuen/  
11

 Mahkamah Syar‟iyah Aceh, “Sekilas Dari Pengadilan Agama Ke Mahkamah 

Syar‟iyah”, 1 Maret 2024, https://www.ms-aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html. 

https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-bireuen/
https://www.ms-aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html
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dibidang pe .rkawinan; ke .warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan 

be.rdasarkan hukum islam; waqaf dan shadaqah 

2) Bidang Pe .rkawinan se .bagaimana yang dimaksud pada poin (1) di 

atas, adalah ke .kuasaan dan ke .we .nangan me .nyangkut hal-hal yang 

diatur dalam atau didasarkan ke .pada Undang-undang me .nge .nai 

pe.rkawinan yang be .rlaku. 

3) Bidang ke .warisan se .bagaimana yang dimaksud pada point (2) 

diatas, adalah ke .kuasaan dan ke .we .nangan pe .ne.ntuan siapa-siapa 

yang me .njadi ahli waris, pe.ne .ntuan me.nge .nai harta pe .ninggalan, 

pe.ne .ntuan bagian masing-masing ahli waris dan me.laksanakan 

pe.mbagian harta pe .ninggalan te .rse.but. 

b. Dalam me .laksanakan amanat dari pasal 25 Undang-udang Nomor 18 

Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe . Ace .h Darussalam Nomor 

10 tahun 2002 te.lah me.mbe .rikan ke.we .nangan te.rhadap Mahkamah 

Syar‟iyah untuk me .me.riksa, me .mutus dan me.nye .lsaikan pe .rkara-

pe.rkara pada tingkat pe .rtama dan banding : 

1) Al-ahwa Al-Syakhshiyah; 

2) Mu‟amalah 

3) Jinayah  

c. Qanun  

Dasar hukum Mahkamah Syar‟iyah me .nggunakan Qanun 

Ace .h. Se.cara e .timologis, kata taqnin me .rupakan be .ntuk masdar dari 

qannana, yang be .rarti me.mbe .ntuk undang-undang. Kata ini 
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me.rupakan me .rupakan se.rapan dari Bahasa Romawi. Namun ada juga 

yang be .rpe .ndapat, be .rasal dari Bahasa Pe .rsia.
12

 

Pe.namaan qanun se .ndiri me.rujuk ke .pada kosakata bahasa Arab 

yang me .miliki makna to make . law atau role., code. yang me .nunjukan 

ke.pada makna hukum, pe .rundang-undangan dan ada juga yang 

me.ngartikan bahwa qanun adalah adat dan hasil ijtihad te.rhadap suatu 

hukum yang be .rsumbe .r dari hukum Islam. Bila dilihat dalam kamus, 

maka de .finisi qanun adalah pe .raturan yang dibuat ole .h pihak yang 

be.rkuasa yang dipe .runtukkan bagi masyarakat, untuk me.nata se.gala 

se.suatu dalam ke .hidupan masyarakat. 

Qanun, dalam de .finisi ini dipahami se.bagai se .kumpulan kaidah 

yang disusun untuk me.ngatur urusan manusia yang harus ditaati, 

dihormati dan dite .rapkan ke .pada anggota masyarakat, dan bagi 

pe.ne .gak hukum dapat me.maksa Dime .nsi manusia me .nghormati dan 

me.ne .gakkan hukum te .rse.but. qanun me .mbahas te.ntang asas dan 

kaidah hukum Islam yang ditransformasikan ke . dalan produk badan 

pe.nye .le.nggara ne .gara, te.rutama le .gislatif dan e .kse.kutif, yang 

te.rdokume .ntasi dalam pe.raturan pe .rundang-undangan. 

Se.cara te .rminologi, qanun me.rupakan kumpulan hukum-

hukum dan kaidah-kaidah pe .ne .tapan hukum yang be .rkaitan de .ngan 

masalah hubungan sosial, yang disusun se .cara siste .matis, se.rta 

diungkapkan de .ngan kalimat-kalimat yang te .gas dan je .las dalam 

                                                           
12

 Nurul Etika, “Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah”, 

(Serang : A- Empat Anggota Ikapi, 2024), 61 
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be.ntuk bab, pasal, dan ayat yang me .miliki nomor se.cara be .rurutan, 

ke.mudian dite .tapkan se .bagai undang-undang atau pe .raturan yang 

disahkan ole .h pe.me.rintah se.hingga para pe .ne.gak hukum wajib 

me.ne .rapkannya di te .ngah masyarakat.
13

 Qanun ini me.ngatur te .ntang: 

1) Pe.laku jarimah; 

2) Jarimah; 

3) „Uqubat. 

3. Jarimah  

Me.nurut bahasa, jarimah be .rasal dari akar kata  جريمة -يجرم  -جرم  yang 

be.rarti "be .rbuat" dan "me.motong". Ke .mudian, se.cara khusus dipe .rgunakan 

te.rbatas pada "pe .rbuatan dosa" atau "pe .rbuatan yang dibe .nci". Kata 

jarimah juga be .rasal dari kata  َرِمُ -أ جْرَم يَجْ  yang be .rarti me.lakukan se .suatu yang 

be.rte .ntangan de .ngan ke.be .naran, ke .adilan, dan me .nyimpang dari 

jalan yang lurus".
14

 

Se.dangkan pe .nge .rtian jarimah me.nurut se.bagaimana yang di 

ungkapkan ole .h al-Mawardi adalah: istilah, 

لجرائم محظورات شرغية زجر الله تؼالي غنها بحد او تؼزيرا  

"Jarimah adalah pe .rbuatan-pe.rbuatan yang di larang ole .h syara', 

yang di ancam de .ngan hukuman had atau ta'zir". 
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Me.nurut Ahmad Hanafi, suatu pe.rbuatan dipandang se .bagai 

jarimah apabila pe .rbuatan te .rse .but bisa me.rugikan tata aturan yang ada 

dalam masyarakat atau ke.pe.rcayaannya, me.rugikan ke .hidupan anggota 

masyarakat atau be .ndanya, nama baiknya, pe .rasaannya atau pe .rtimbangan-

pe.rtimbangan lain yang harus dihormati dan dipe.lihara, dasar larangan 

me.lakukan se .suatu jarimah ialah pe .me.liharaan ke .pe.ntingan masyarakat itu 

se.ndiri. 

Yang te .rmasuk se .bagai jarimah, se .bagai be .rikut: 

a. Khamar; 

b. Maisir; 

c. Khalwat; 

d. Ikhtilath; 

e. Pe.le.ce .han se .ksual; 

f. Zina; 

g. Pe.me.rkosaan; 

h. Qadzaf; 

i. Liwath; dan 

j. Musahaqah. 

Suatu pe.rbuatan baru bisa dianggap se .bagai pe.rbuatan yang 

me.langgar/tindak pidana apabila se .mua unsur-unsur jarimah te .lah 

te.rpe .nuhi. 
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Adapun unsur-unsur umum dari jarimah se.bagaimana yang 

dije.laskan ole .h 'Abdul Qadir Audah adalah se .bagai be .rikut:
15

 

a. Te.rpe.nuhinya unsur formal (rukun syar'i), yaitu adanya nas (ke .te .ntuan) 

yang me .larang pe .rbuatan dan me .ngancamnya de .ngan hukuman; 

b. Te.rpe.nuhinya unsur mate.ril (rukun mādi), yaitu adanya tingkah laku 

yang me .mbe.ntuk jarimah, baik be .rupa pe .rbuatan nyata (positif) 

maupun sikap tidak be .rbuat (ne .gatif); 

c. Te.rpe.nuhinya unsur moral (rukun adabi), yaitu bahwa pe .laku adalah 

orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pe.rtanggungjawaban 

atas tindak pidana yang dipe.rbuatnya. 

4. Fiqh Jinayah 

Fiqh jinayah adalah se .gala ke .te.ntuan hukum me.nge .nai tindak 

pidana atau pe .rbuatan kriminal yang dilakukan ole.h orang-orang mukallaf 

(orang yang dapat dibe .bani ke.wajiban).
16

 

Pidana Islam dalam istilah fikih dise .but jināyāh, te.tapi para fuqāhā 

se.ring juga me .maknainya de .ngan istilah jarīmah. Kata الجنایات adalah 

be.ntuk jamak dari kata جنایة yang diambil dari kata  یجنى -جنى  yang 

artinya me .ngambil/me .me.tik.  

Se.cara istilah jināyāh me.ngacu pada hasil pe .rbuatan se .se .orang 

yang dilarang, se .bagaimana yang dije.laskan ole.h „Abdūl Qādir „Aūdah 

bahwa jināyāh adalah: 

                                                           
15

 Ibid. 2-3 
16

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). H. 1 
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اوغيرذالك فا لجناية اسم لفؼل محرم شرػا. سواءوقع الفؼل ػلي هفس اومال  

 “Jināyāh adalah suatu istilah untuk pe.rbuatan yang dilarang ole .h 

syara‟ baik pe .rbuatan te .rse.but me.nge .nai jiwa, harta, atau yang lainnya”. 

Dapat disimpulkan hukum islam me.miliki be.be .rapa asas, 

diantaranya: 

a. Asas-asas umum 

Asas-asas umum hukum islam adalah asas-asas hukum yang me .liputi 

se.mua bidang dan lapangan hukum islam, yaitu se .bagai be .rikut 

1) Asas ke .adilan, me.rupakan asas yang pe .nting dan me.ncakup se .mua 

asa dalam bidang hukum islam. 

2) Asas ke .pastian hukum, me.rupakan asas yang me.nyatakan bahwa 

tidak ada satu pe .rbuatan yang dapat dihukum ke.cuali atas ke.kuatan 

ke.te .ntuan pe.raturan yang ada dan be .rlaku pada pe .rbuatan itu. 

3) Asas ke .manfaatan, me.rupakan asas yang me .nye .rtai asas ke .adilan 

dan ke .pastian hukum yang te .lah dise.butkan di atas. 

b. Asas-asas Hukum Pidana 

Asas-asass hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang 

me.ndasari pe .laksanaan hukum pidana islam, di antaranya: 

1) Asas le .galitas, adalah asas yang me .nyatakan bahwa tidak ada 

pe.langgaran dan tidak ada hukuman se .be.lum ada undang-undang 

yang me .ngaturnya. 

2) Asas larangan me.mindahkan ke .salahan ke.pada orang lain, adalah 

asas yang me .nyatakan bahwa se .tiap pe .rbuatan manusia, baik 
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pe.rbuatan yang baik maupun pe .rbuatan yang jahay akan 

me.ndapatkan imbalan yang se .timpal. 

3) Asas praduga tak be.rsalah, adalah asas yang me.ndasari bahwa 

se.se .orang yang dituduh me.lakukan suatu ke .jahatan harus dianggap 

tidak be.rsalah se .be.lum hakim de.ngan bukti-bukti yang 

me.yakinkan me .nyatakan de.ngan te .gas ke .salahannya itu. 

c. Asas-asas Hukum Pe.rdata 

Adapun prinsip dasar untuk me .ncapai tujuan dari adanya hukuman 

dalam pe .langgaran hukum te.rse .but adalah de .ngan dite.tapkannya be .be .rapa 

krite.ria se .bagai be .rikut: 

a. Hukuman itu be.rsifat unive.rsal, yaitu dapat me .nghe .ntikan orang dari 

me.lakukan suatu tindak ke .jahatan, bisa me .nyadarkan dan me .ndidik 

bagi pe .lakunya; 

b. Pe.ne.rapan mate .ri hukumannya se .jalan de .ngan ke .butuhan dan 

ke.maslahatan masyarakat; 

c. Se.luruh be.ntuk hukuman harus dapat me .njamin dan me.ncapai 

ke.maslahatan pribadi dan masyarakat; 

d. Hukuman te .rse .but be.rtujuan untuk me .lakukan pe .rbaikan te .rhadap 

pe.laku tindak pidana.
17

 

Sumbe.r hukum pidana islam me.rupakan suatu rujukan atau dasar 

yang utama dalam pe .ngambilan hukum islam. Adapun sumbe .r hukum 

islam dalam hukum pidana islam adalah se .bagai be.rikut: 
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a. Al-Qur‟an 

b. Hadis 

c. Ijma‟ 

d. Qiyas  

Te.ori pe.midanaan hukum pidana islam. Te .rdapat dua te .ori dalam 

hukum pidana Islam, yaitu te.ori mutlak dan te .ori re.latif. 

a. Te.ori Mutlak 

Standar ke .adilan dalam pe .ne.rapan hukuman mutlak adalah de .ngan 

me.nye .suaikan ke .he.ndak masyarakat dan se .kaligus me.mpe.rtimbangkan 

be.ntuk, kualitas dan kuantitas ke.jahatan yang dilakukan, artinya bahwa 

pe.ne .rapan hukuman mutlak diupayakan se .bagai upaya me .wujudkan 

ke.adilan.
18

 

b. Te.ori Re.latif 

Se.dangkan dalam pe .ne.rapan hukuman re.latif adalah masyarakat se.cara 

ke.se .luruhan de.ngan me.mpe.rhatikan ke .pe.ntingan-ke.pe .ntingan 

individu, kare.na apabila ke.adilan hanya ditumpukan ke.pada 

masyarakat tanpa me .lihat ke .pe.ntingan individu, maka tujuan hakiki 

dari hukuman itu tidak te .re.alisir, me .ngapa hal ini te .rjadi, kare .na 

individu adalah asal dari se.tiap masalah. Hukuman mutlak ide.ntik 

de.ngan jarimah hūdūd (hukuman pasti) dan te .ori re.latif ide .ntik de.ngan 

jarimah ta‟zīr.
19

 

Adapun klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam: 
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 Murtandho Muthohhari, Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam, (Bandung: 
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a. Hudud  

Hūdūd adalah be .ntuk jamak dari kata haḍ yang me.ngandung 

arti me .nce.gah atau me .nghalangi, dalam artian hukuman ini dapat 

me.nce .gah te .rjadinya pe.rbuatan yang me .ngakibatkan jatuhnya 

hukuman.  

Se.dangkan me .nurut istilah hūdūd adalah hukuman yang 

te.rukur atas be .rbagai pe.rbuatan te .rte .ntu, atau hukuman yang te .lah 

dite.tapkan be .ntuk dan ukurannya dalam syariat, baik dikare .nakan 

me.langgar hak Allah maupun hak manusia.
20

 

b. Qishas 

Kata Kiṣaṣ be .rasal dari bahasa Arab yang be .rarti me.ncari 

je.jak. Me.nurut Alī al-Fayūmī kata Kiṣaṣ dimaknai de.ngan 

me.nghukum pe .mbunuh de.ngan me .mbunuh, me .nce .de.rakan pe .nce .de.ra, 

me.motong tangan orang yang me .motong tangan. 

Se.dangkan dalam istilah Hukum Islam, Kiṣaṣ adalah pe .laku 

ke.jahatan dibalas se .pe .rti pe.rbuatannya, apabila ia me.mbunuh maka 

dibunuh dan bila ia me.motong anggota tubuh maka anggota tubuhnya 

juga dipotong.
21

 

c. Diyat  

Se.dangkan pe .nge .rtian diyāt se .cara bahasa me .miliki arti harta 

yang wajib bagi jiwa. Se.dangkan se .cara istilah diyāt adalah harta yang 
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wajib dise .babkan jināyah te .rhadap orang yang me.rde .ka dari se .gi jiwa 

atau pada apa yang se .lainnya. Diyāt adalah se .jumlah harta yang wajib 

dibe.rikan kare .na suatu tindakan jināyāh ke .pada korban ke .jahatan atau 

walinya. 

d. Kafarat  

Kafarat adalah de .nda yang harus dibayar kare .na me .langgar 

larangan Allah atau me .langgar janji. Kafarat me .rupakan asal kata dari 

kata “kufir” yang artinya te .rtutup. Maksudnya te .rtutupnya hati 

se.se .orang hingga ia be .rani me.lakukan pe .langgaran te .rhadap aturan 

syar'ī. Se .dangkan se .cara istilah, Kafarat adalah de .nda yang wajib 

dibayarkan ole .h se .se.orang yang te .lah me.langgar larangan Allah 

te.rte .ntu. Kafarat me.rupakan tanda taubat Allah dan pe.ne .bus dosa. 

e. Ta‟zir  

Me.nurut bahasa ta‟zīr be.rasal dari kata “azzara” yang be .rarti 

me.nolak, me.nce .gah dan juga be .rarti me.ndidik, me.ngagungkan dan 

me.nghormati, me.mbantunya, me .nguatkan dan me .nolong. 

Adapun ta‟zīr me .nurut hukum pidana Islam adalah suatu 

tindakan yang be .rupa e .dukatif (pe .ngajaran) te .rhadap pe .laku pe.rbuatan 

dosa yang tidak ada sanksi haḍ dan kaffaratnya. 

Se.dangkan pe .nge .rtian ta‟zīr me.nurut istilah se.bagaimana yang 

dije.laskan ole .h al-Mawardi
22

 ta‟zīr adalah hukuman yang be .rsifat 

pe.ndidikan atas pe .rbuatan dosa yang hukumannya be .lum dite.tapkan 
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ole.h syara‟, atau be .ntuk hukuman yang tidak dise .butkankan ke .te.ntuan 

hukumnya ole .h syara‟ dan me.njadi ke .kuasaan pe .nguasa dan hakim. 
23

 

Se.cara garis be .sar jarimah ta‟zir dapat dibe .dakan me .njadi 

be.be .rapa macam, diantaranya: Hukuman mati bisa dike.nakan pada 

pe.laku hukuman be .rat yang be .rulang-ulang. Hukuman cambuk, 

hukuman pe .njara, hukuman pe .ngasingan, me .nyita harta pe .laku, 

me.ngubah be .ntuk barang, hukuman de .nda, pe .ringatan ke .ras, hukuman 

nasihat, hukuman ce.laan, ancaman, pe .ngucilan, pe.me .catan dan 

publikasi. 

Wahbah Al-Zuhaili de.ngan me .ngutip pe .ndapat Al-Qarafi 

me.nge .mukakan bahwa ada se .puluh pe.rbe .daaan antara hukuman ta‟zir dan 

hukuman hudud, qishash, se.rta diyat. 

a. Dari se .gi ukuran hukuman 

Ukuran sanksi pada hudud, qishash, dan diyat se .cara te .gas dite .ntukan 

di dalam Alquran dan hadis se.hingga hakim tidak bole.h me .ngubahnya. 

Se.me.ntara itu, me .nge .nai ukuran, jumlah, atau je.nis hukuman ta‟zir 

dise.rahkan ke .pada hakim. Ia bole .h me.ne.ntukan sanksi yang se.suai 

de.ngan tindak pidana yang dilakukan.
24

 

b. Dari se .gi ke .wajiban me .laksanakan hukuman 

Hukuman hudud, qishash, dan diyat se .lama tidak te.rdapat unsur 

pe.maafan dari pihak ke.luarga korban; hakim te.tap wajib 

me.laksanakannya. Se .me.ntara itu, me.nge .nai hukuman ta‟zir te.rdapat 
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pe.rbe .daan pe .ndapat. Me .nurut jumhur ulama, Malik, Abu Hanifah, dan 

Ahmad; ta‟zir itu me.nyangkut hak Allah dan hakim wajib 

me.laksanakannya. Akan te.tapi kalau me.nyangkut hak manusia, hakim 

bisa saja me.maafkan pe .laku atau me .mbe.kukan pe.rkaranya. Di pihak 

lain, Al-Syafi‟i be .rpe .ndapat bahwa hukuman ta‟zir tidak wajib 

dilakukan ole .h se.orang hakim, bole.h dilaksanakan dan bole .h tidak.
25

 

c. Dari se .gi ke.se .suaiannya de.ngan prinsip dasar dan kaidah umum yang 

be.rlaku di masyarakat. 

Hukuman ta‟zir sangat se.suai de .ngan logika, yaitu be .rat dan ringannya 

sanksi akan sangat te .rgantung pada je .nis jarimah yang dilakukan. 

Se.me.ntara itu dalam hudud, misalnya dalam masalah pe .ncurian, 

hukuman potong tangan te.tap harus dibe .rlakukan jika te.lah me .ncapai 

nisab. Pe.ncuri satu dinar dan se .ribu dinar te .tap sama-sama dipotong 

tangannya. De .mikian halnya dalam jarimah syurb al-khamr, pe .minum 

satu botol khamr hukumannya sama de .ngan pe.minum se.ratus botol 

khamr.
26

 

d. Dari se .gi ke .te.rkaitan de .ngan ke .maksiatan. 

Dari se .gi ke .te.rkaitan de .ngan ke .maksiatan, jarimah hudud, qishash, dan 

diyat se .lalu be.rkaitan de .ngan ke .maksiatan. Se .me.ntara itu, ta‟zir tidak 

se.lalu be.rkaitan de .ngan ke.maksiatan. Bisa jadi le.bih dominan dalam 
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pe.rsoalan pe .ndidikan dan pe .ngajaran, se .pe.rti ta‟zir dalam rangka 

me.ndidik anak.
27

 

e. Dari se .gi digugurkannya sanksi.  

Dari se .gi ini sanksi ta‟zir bisa jadi digugurkan jika si pe.laku be.lum 

de.wasa atau sudah de.wasa, te .tapi ke .jahatannya re .latif se.pe .le.. 

Se.me.ntara itu, sanksi had te.tap harus dibe.rlakukan dan tidak bole.h 

digugurkan.
28

 

f. Dari se .gi pe .ngaruh taubat pe.laku.  

Hukuman ta‟zir te .rkadang harus dibatalkan kare .na pe .lakunya 

be.rtaubat. Se .me.ntara itu, hukuman hudud tidak dapat dibatalkan hanya 

kare .na adanya pe .ngakuan taubat, ke .cuali dalam tindak pidana 

pe.rampokan.
29

 

g. Dari se .gi kompe .te.nsi hakim untuk me.milih je.nis dan be .ntuk sanksi. 

Hakim bole .h me.milih sanksi dalam me .mbe.rlakukan hukuman ta‟zir. 

Se.baliknya, hakim tidak bole .h me.milih dalam me .mbe.rlakukan 

hukuman hudud, ke .cuali dalam jarimah pe .rampokan. 

h. Dari se .gi pe .rtimbangan-pe .rtimbangan yang dapat me .ringankan 

hukuman. 

Dua sisi yang dapat me .mpe.ringan hukuman ta‟zir, yaitu pe .laku atau 

korban dan tindak pidana. Se .me.ntara itu untuk dapat me .mpe.ringan 
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hukuman hudud, qishash, dan diyat tidak dapat dipe.rtimbangkan dari 

sisi pe.laku, te.tapi hanya dari sisi tindak pidana.
30

 

i. Dari se .gi re .lativitas ke.be .rlakuannya be .rkaitan de .ngan ruang dan 

waktu. 

Hukuman ta‟zir sangat te.rgantung kapan dan di mana akan 

dibe.rlakukan, bahkan bisa jadi se.buah sanksi di suatu te.mpat atau 

waktu tidak cocok lagi dibe.rlakukan di te .mpat atau waktu lain. Hal ini 

je.las be .rbe.da de .ngan hudud, qishash, dan diyat.
31

 

j. Dari se .gi hak yang dilanggar. 

Hukuman ta‟zir se .lalu be.rkaitan de .ngan hak Allah dan hak hamba. 

Se.me.ntara itu hukuman hudud, qishash, dan diyat be .rkaitan de .ngan 

hak Allah, ke .cuali jarimah qadzf.
32

 

De .ngan me .mpe.rhatikan se.puluh pe.rbe.daan di atas, dapat dike .tahui 

bahwa hukuman ta‟zir be.rsifat re .latif, fle.ksibe .l, te.mporal, dan situasional. 

Be .lum te.ntu satu je.nis hukuman akan cocok de.ngan te .mpat dan waktu 

yang be .rlainan. De .ngan de.mikian, ta‟zir me.njadi alte.rnatif te .rbaik untuk 

dibe.rlakukan te .rhadap be.be .rapa je .nis tindak pidana yang be .lum te.rmasuk 

ke. dalam cakupan jarimah qishash dan hudud. 

5. Pelecehan Seksual 

a. Pe.nge .rtian Pe .le.ce .han Se.ksual 

Me.nurut KBBI, frasa “pe.le .ce.han se .ksual”, te .rbe.ntuk dari dua 

kata yang be .rbe.da, yaitu kata “pe .le .ce.han” dan “se .ksual”. Kata 
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“pe .le.ce .han” diambil dari kata “le .ce .h” yang me .mpunyai arti 

me.mandang re .ndah, tidak be .rharga atau me .nghinakan. Se .dangkan kata 

se.ksual be .rasal dari kata se .ks, yaitu je .nis ke .lamin atau hal-hal yang 

be.rhubungan de .ngan alat ke.lamin, se .pe.rti se.nggama, se .dangkan 

se.ksual me .mpunyai arti se .suatu yang be .rke .naan de .ngan se .ks (je.nis 

ke.lamin), atau pe .rkara pe .rse .tubuhan antara laki-laki dan pe .re.mpuan.
33

 

Pe.le.ce .han se .ksual me.mpunyai be .ntuk yang be .ragam dan be .nar 

be.nar te .rjadi di banyak lapisan masyarakat kita. Pe.nggolongan 

pe.le .ce.han se .ksual dalam be.rbagai be .ntuk ini, me.rupakan ce .rminan dari 

apa yang te .lah te .rjadi di lapangan. 

Se.dangkan me .nurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(HAM) pe .le.ce .han se .ksual adalah se .tiap tindakan atau prilaku atau 

ge .rak ge .rik se .ksual yang tidak dike .he.ndaki dalam be .ntuk ve.rbal (kata-

kata) atau tulisan, fisik, tidak ve .rbal, dan visual untuk ke.pe .ntingan 

se.ksual, me .miliki muatan se .ksual, se.hingga te.rhina, malu, tidak 

nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.
34

 

Bahwasannya hukum islam tidak me .nge .nal istilah pe .le.ce .han 

se.ksual. Hal ini bisa dilihat bahwa se .mua pe .rbuatan ke .jahatan yang 

be.rhubungan de .ngan nafsu syahwat dan se .ksualitas dise.but de.ngan 

zina atau pe.rbuatan yang me.nde.kati zina. Di dalam Islam me .nye .ntuh, 

me.lihat anggota tubuh lawan je.nis yang bukan me.rupakan muhrimnya 
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dan dapat me .nimbulkan syahwat itu tidak bole.h, kare .na dapat 

me.mbawa se .se .orang ke . arah zina. Se .pe.rti yang te.rkandung dalam Qs. 

Al-Isra‟ ayat 32, yang be .rbunyi: 

 وَسَاۤءَ سَبيِْلً 
نٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فاَحِشَةًًۗ  وَلََ تقَْرَبوُا الزِّ

“Janganlah kamu me .nde.kati zina. Se.sungguhnya (zina) itu 

adalah pe .rbuatan ke .ji dan jalan te .rburuk.” 

Dalam hukum Islam, pe.me .rkosaan atau pe .le.ce .han se .ksual, 

khususnya dalam kasus yang me .libatkan paksaan, dikate .gorikan 

se.bagai zina de.ngan paksaan (al-wath‟ bi al-ikrah). Dalam kasus ini, 

kare .na te.rjadi paksaan, tidak dike.nakan hukuman had bagi korban 

yang dipaksa. Se .baliknya, hukuman had hanya be.rlaku bagi pe .laku 

yang me .lakukan pe .maksaan.
35

 

Pe.nge .rtian pe .le.ce .han se .ksual me.nurut Qanun Jinayat Ace .h No. 

6 Tahun 2014 adalah pe.rbuatan asusila atau pe.rbuatan cabul yang 

se.ngaja dilakukan se .se.orang di de .pan umum atau te.rhadap orang lain 

se.bagai korban baik laki-laki maupun pe .re .mpuan tanpa ke .re.laan 

korban.
36

 Je.nis-je.nis Pe.le.ce.han Se .ksual 

Te.rdapat be .be .rapa je .nis pe.le.ce .han se .ksual, je.nis-je .nis 

pe.le .ce.han se .ksual te.rse .but dibagi dalam 3 bagian, se.bagai be .rikut:
37
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1) Ringan, se .pe.rti godaan nakal, ajakan ise .ng, humor porno, me .natap 

tubuh wanita de.ngan gairah, me .nge .luarkaan siulan, dan me .ngajak 

me.lihat gambar porno. 

2) Se.dang, se .pe.rti me.mbicarakan hal yang be .rhubungan de .ngan organ 

se.ks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, me.me.gang, 

me.nye .ntuh, me.raba bagian tubuh te.rte .ntu, hingga ajakan se .rius 

untuk be.rke .ncan, me.mbicarakan atau me.mbe.ritahu wanita 

me.nge .nai ke.le .mahan se .ksual suami atau pacar wanita te.rse .but, dan 

me.lakukan ge .rakan-ge .rakan yang me .nirukan se .olah-olah 

be.rme .sraan di de .pan si wanita. 

3) Be .rat, se .pe.rti pe.rbuatan te .rang-te.rangan dan me.maksa, 

pe.njamahan, hingga pe .rcobaan pe .rkosaan.  

b. Dampak Pe .le.ce .han Se.ksual 

Pe.le.ce .han se .ksual me.miliki dampak yang cukup se .rius 

te.rhadap korban, te .rmasuk dampak psikologis dan e .mosional bagi para 

korban. Be .rikut uraiannya:
38

 

1) Anak yang me .ngalami pe.le.ce .han se .ksual re.ntan me.ngalami 

dampak psikis se.pe .rti pe.rasaan ce .mas,se .dih de.ngan re .siko de.pre .si, 

isolasi sosial, kurang pe.rcaya diri, trauma, hingga re .siko bunuh 

diri. Hal ini dapat me.mpe.ngaruho kondisi fisik korban se .pe.rti 

gangguan me .tabolisme., gangguan tidur, dan se .bagainya 
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2) Se.me.ntara itu, dampak e .mosional yang dialami ole.h korban yaitu 

takut, ke.ce .wa, se.dih de.ngan re .siko de.pre .si, sulit me.ngontrol e .mosi 

dan juga trauma. 

c. Sanksi Pe.le.ce .han Se.ksual 

Sanksi pe.le.ce .han se.ksual te.rcantum dalam be .be.rapa pasal yang 

diatur dalam pe .rundang-undangan: 

1) Sanksi pe .le.ce .han se .ksual te .rcantum dalam be .be.rapa pasal yang 

diatur dalam pe .rundang-undangan : 1) Dilihat dari isinya, Pasal 81 

ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 be.risi se.tiap orang yang 

de.ngan se .ngaja me .lakukan pe .le.ce .han se .ksual atau ancaman 

pe.le .ce.han se .ksual me.maksa anak me .lakukan pe .rse.tubuhan 

de.ngannnya atau de .ngan orang lain, dipidana de .ngan pidana 

pe.njara paling lama 15 (lima be.las) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan de .nda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) dan paling se.dikit Rp60.000.000,00 (e .nam puluh juta 

rupiah). 

2) Se.me.ntara, Pasal 82 UU23/2002 jo UU 35/2014 be.rbunyi se .tiap 

orang yang de .ngan se .ngaja me .lakukan pe .le .ce.han se .ksual atau 

ancaman pe .le.ce .han se .ksual, me.maksa, me.lakukan tipu muslihat, 

se.rangkaian ke .bohongan, atau me .mbujuk anak untuk me.lakukan 

atau me.mbiarkan dilakukan pe.rbuatan cabul, dipidana de.ngan 

pidana pe .njara paling lama 15 (lima be .las) tahun dan paling singkat 

3 (tiga) tahun dan de .nda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
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ratus juta rupiah) dan paling se .dikit Rp 60.000.000,00 (e.nam puluh 

juta rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) me .nye .but barang siapa 

be.rse .tubuh de.ngan se .orang wanita di luar pe .rkawinan, padahal 

dike.tahuinya atau se .patutnya harus diduganya bahwa umumnya 

be.lum lima be.las tahun, atau kalau umurnya tidak je.las, bawa 

be.lum waktunya untuk dikawin, diancam de .ngan pidana pe .njara 

paling lama se .mbilan tahun. 

3) Ke .mudian Pasal 292 KUHP me .nye .but orang de .wasa yang 

me.lakukan pe .rbuatan cabul de .ngan orang lain se .sama ke .lamin, 

yang dike .tahuinya atau se.patutnya harus diduganya be .lum de.wasa, 

diancam de .ngan pidana pe .njara paling lama 5 (lima) tahun. 

Me.ngacu pada hukuman pidana pe .njara dan de .nda, te .rutama Pasal 

81 ayat (1) dan Pasal 82 pada UndangUndang Pe .rlindungan Anak, 

ancaman te .rhadap tindak ke.jahatan pe .le.ce .han se.ksual te.rgolong 

ke.ras. 

4) Apabila pe .laku pe.le.ce .han se.ksual adalah anak, usia antara 14 

(e .mpat be.las) tahun sampai de.ngan kurang dari 18 (de.lapan be .las) 

tahun, me .nurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 te .ntang 

Siste.m Pe.radilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) me.nje .laskan bahwa 

dalam Siste.m Pe.radilan Pidana Anak, wajib diupayakan dive .rsi. 

Pe.nge .rtian dive.rsi me.nurut Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, adalah 

pe.ngalihan pe .nye .le.saian pe.rkara Anak dari prose .s pe.radilan pidana 

ke. prose .s di luar pe .radilan pidana. 
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5) Se.lanjutnya di dalam Pasal 6 UU 11/ 2012 me.nje .laskan tujuan 

dive.rsi adalah: me .ncapai pe .rdamaian antara korban dan anak, 

me.nye .le.saikan pe .rkara anak di luar prose.s pe.radilan, 

me.nghindarkan anak dari pe.rampasan ke .me.rde .kaan, me .ndorong 

masyarakat untuk be .rpartisipasi, dan me .nanamkan rasa tanggung 

jawab ke .pada anak. 

6) Pe.rsyaratan dive .rsi pada anak te .rcantum dalam Pasal 7 ayat (2), 

dive.rsi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 1) 

diancam de .ngan pidana pe.njara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) 

bukan me .rupakan pe .ngulangan tindak pidana  

Sanksi me.nge .nai ke.te .ntuan pe.le.ce.han se.ksual dije.laskan dalam 

Pasal 46-47 dalam Qanun No. 4 Tahun 2014: 

1) Se.tiap Orang yang de .ngan se .ngaja me .lakukan Jarimah pe .le.ce.han 

se.ksual, diancam de .ngan „Uqūbat Ta‟zīr cambuk paling banyak 45 

(e .mpat puluh lima) kali atau de .nda paling banyak 450 (e .mpat ratus 

lima puluh) gram e.mas murni atau pe.njara paling lama 45 (e .mpat 

puluh lima) bulan. 

2) Se.tiap Orang yang de .ngan se.ngaja me .lakukan Jarimah Pe.le .ce.han 

Se.ksual se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 46 te.rhadap anak, 

diancam de .ngan „Uqūbat Ta‟zīr cambuk paling banyak 90 

(se .mbilan puluh) kali atau de.nda paling banyak 900 (se.mbilan 

ratus) gram e .mas murni atau pe .njara paling lama 90 (se.mbilan 

puluh) bulan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi  

a. Skripsi yang disusun ole.h Nini Nurfadzani, 2022 de.ngan judul 

“Imple.me .ntasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Te.ntang Hukum Jinayat 

Di Kota Banda Ace .h” Pe.nulis be.rfokus pada pe .rmasalahan 

imple.me.ntasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 te .ntang Hukum Jinayat di 

Kota Banda Ace .h. 

b. Skripsi yang disusun ole.h Rustanto Ariga, 2022 de .ngan judul 

“Pe.ne .rapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Te.ntang Hukum 

Jinayat Te.rhadap Pe .laku Pe.le .ce.han Se .ksual Anak Di Bawah Umur 

(Studi Kasus Di Wilayatul Hisbah Ke.c. Tapaktuan Kab. Ace .h 

Se.latan)” pe .ne .litian ini be.rfokus pada pe .ne .rapan pasal 47 Qanun No 

6 tahun 2014 te.ntang hukum jinayat te .rhadap pe.laku pe .le.ce .han 

se.ksual bagi anak di bawah umur Ke .c. Tapaktuan dan apa saja faktor 

pe.ndukung dan pe .nghambat dalam pe.laksanaan pasal 47 Qanun No 6 

te.ntang hukum jinayat te.rhadap pe .laku pe .le.ce .han se .ksual te.rhadap 

anak di Ke .c. Tapaktuan. 

2. Journal  

a. Journal yang disusun ole.h A Rachmad, dkk, 2021 de .ngan judul 

“Kontadiksi Pe.ngaturan Hukuman Pe .laku Pe.le.ce.han Se.ksual 

Te.rhadap Anak Di Ace .h” pe.ne .litian ini be.rfokus pada kajian untuk 

me.ne .lusuri kontradiksi pe.ngaturan hukuman dalam tindak pidana 

pe.le .ce.han se .ksual te.rhadap anak di Ace .h.
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b. Journal yang disusun ole.h Se.lvia Junita Praja dan Wia Ulfa, 2020 

de.ngan judul “Imple.me .ntasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Te.ntang 

Hukum Jinayat Di Kota Banda Ace .h Provinsi Ace .h” pe.ne .litian ini 

be.rfokus pada tujuan untuk me.ngurangi jumlah pe.langgaran syari‟at 

islam di Kota Banda Ace .h. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Je.nis pe.ne.litian ini me.rupakan pe .ne.litian kualitatif, yaitu de.ngan 

me.ne .kankan analisisnya pada prose .s pe .nyimpulan komparasi se .rta pada 

analisis te .rhadap dinamika hubungan fe .nome.na yang diamati de .ngan 

me.nggunakan logika ilmiah.
39

 Pe.ne.litian kualitatif me.rupakan pe .nde .katan 

yang me .nghasilkan data de.skriptif be.rupa kata-kata te.rtulis dari orang-orang 

yang diamati yang tidak dituangkan ke .dalam istilah yang digunakan dalam 

pe.ne .litian kuantitatif.
40

 

Pe.ne.litian ini be .rsifat lite.ratur, te .rmasuk pada je .nis pe.ne.litian pustaka 

(library re .se.arch). Pe.ne .litian ke.pustakaan (library re .se .arch) yaitu pe.ne.litian 

yang pe .ngumpulan datanya dilakukan de .ngan me .nghimpun data dari be .rbagai 

lite.ratur. Lite .ratur yang dite.liti tidak te.rbatas pada buku-buku te .tapi dapat 

juga be .rupa bahan-bahan dokume .ntasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. 

Pe.ne.kanan pe .ne.litian ke.pustakaan adalah ingin me.ne .mukan be.rbagai te .ori, 

hukum, dalil, prinsip, pe.ndapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai 

untuk me.nganaliis dan me.me .cahkan masalah yang dite.liti.
41

 

Me.nurut Ze .d Me.stika pe.ne .litian pustaka atau rise.t pustaka ialah 

se.rangkaian ke .giatan yang be .rke .naan de .ngan me.tode. pe .ngumpulan data 

pustaka, me .mbaca dan me.ncatat se .rta me .ngolah bahan kole .ksi pe.rpustakaan 
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saja tanpa me .me.rlukan rise .t lapangan.
42

 Adapun me .nurut Abdul Rahman 

Shole.h, pe.ne .litian ke.pustakaan (library re .se .arch) ialah pe .ne.litian yang 

me.nggunakan cara untuk me.ndapatkan data informasi de.ngan me.ne .mpatkan 

fasilitas yang ada di pe .rpus, se.pe .rti buku, majalah, dokume.n, catatan kisah-

kisah se.jarah.
43

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi pe .ne.litian me .rupakan te .mpat yang digunakan se .bagai are .a atau 

wilayah studi. Adapun yang me .njadi lokasi pe.ne .litian ini adalah Mahkamah 

Syar‟iyah Bire .ue.n yang te.rle .tak di Jln. Banda Ace .h-Me .dan KM.210 Blang 

Blade .h Bire .ue.n. 

C. Sumber Data 

Be .rikut ini adalah be .be.rapa data yang digunakan pe .nulis dalam 

pe.ne .litian ini: 

1. Sumbe.r Data Prime .r 

Sumbe.r data prime .r yaitu data yang dipe .role.h langsung dari sumbe .rnya. 

Data prime .r dapat be .rupa opini subje .k (orang) se .cara individual atau 

ke.lompok, hasil obse .rvasi te .rhadap suatu be .nda (fisik), ke .jadian atau 

ke.giatan, dan hasil pe .ngujian. Adapun data yang digunakan untuk 

me.ndapatkan data prime.r yaitu Putusan Mahkamah Syar‟iyah 

No.2/Jn/2024/Ms.Bir.  

2. Sumbe.r Data Se .kunde.r 
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Sumbe.r data se .kunde.r yaitu data yang dipe .role.h dari atau be .rasal 

dari bahan ke .pustakaan be.rupa buku-buku. Sumbe.r data se .kunde.r pada 

pe.ne .litian ini digunakan untuk me.mpe.rje .las dan me.ndukung se .cara tidak 

langsung yang be .rkaitan de .ngan masalah yang dite.liti. Dalam hal ini, 

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 te.ntang pe .le.ce .han se .ksual, buku-buku, se.rta 

dokume.n yang me .ndukung. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah prose.s me .ncari dan me .nyusun se.cara siste .matis 

data yang dipe .role .h. Analisis data dilakukan de .ngan me .ngorganisasikan data, 

me.njabarkan ke . dalam unit-unit, me.lakukan sinte.sa, me .nyususn ke .dalam 

pola, me .milih mana yang pe .nting dan yang akan dipe .lajari, dan me .mbuat 

ke.simpulan yang dapat dice .ritakan ke .pada orang lain. 

Prose.s analisis data pada dasarnya sudah mulai dike.rjakan se .jak 

pe.ngumpulan data dilakukan dan dike .rjakan se .cara inte .nsif. Analisis me .liputi 

pe.nyajian data dan pe .mbahasan dilakukan se .cara kualitatif konse .ptual. 

Konte.ks be .rkaitan de .ngan hal-hak yang be .rhubungan de .ngan struktur karya, 

se.dangkan konstruk be .rupa bangunan konse .p analisis. Konstruk te .rse.but 

me.njadi bingkai analisis. 

Me.tode . yang digunakan dalam pe .ne .litian ini adalah analisis isi 

(conte .nt analysis re .se.arch). Dalam kajian ini me.mbahas me .nge .nai rincian 

me.nge .nai isi konte.n. Analisis ini me.rupakan te .knik yang biasanya digunakan 

se.bagai pe .narik ke .simpulan dan me.laksanakannya se .cara obje .ktif dan 

siste.matis agar dapat me .ne.mukan ciri dari suatu pe.san te .rte .ntu. Analisis isi  
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bisa dipe.rgunakan untuk me.nganalisis se .gala be .ntuk kmunikasi, mulai dari 

surat kabar, radio, iklan, dan bahan dokume .nte .r se.je.nis.
44

 

Analisis isi (conte.nt analysis) adalah pe .ne .litian yang be .rsifat 

pe.mbahasan me .ndalam te.rhadap isi suatu informasi te.rtulis atau te .rce .tak 

dalam me .dia massa, jurnal maupun sumbe.r-sumbe.r te .rtulis lainnya. 

Nana Syaodih me.ne .rangkan bahwa te .knik analis isi ditujukan untuk 

me.nghimpun dan me .nganalisis dokume .n-dokume.n re .smi, dokume.n yang 

validitas dan ke.absahannya te .rjamin, baik dokume.n pe.rundangan dan 

ke.bijakan maupun hasil-hasil pe.ne .litian. Analisis juga dapat dilakukan 

te.rhadap buku-buku te.ks, baik yang be .rsifat te.oritis maupun e.mpiris
45

. 

Be .rikut ini adalah tahapan yang digunakan dalam me.nganalisis data: 

1. Re.duksi data  

 Dalam prose .s re.duksi atau rangkuman data ini dilakukan 

pe.ncatatan lalu dirangkum de.ngan me .ngambil hal-hal pe.nting yang bias 

me.ngungkap te.ma pe.rmasalahan. Lalu catatan yang te .lah dipe.role .h di 

lapangan se .cara de .skripsi, hasil konstruksinya disusun dalam be.ntuk 

re .fle.ksi. Atau data yang dipe .role .h di lapangan ditulis dalam be.ntuk 

uraian. Laporan ini akan te .rus me .ne.rus be .rtambah dan te .ntu akan 

me.nambah ke .sulitan bila tidak se.ge .ra dianalisis mulanya. Laporan-
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laporan itu pe.rlu dire.duksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang pe .nting, dicari te .ma atau polanya.
46

 

2. Display Data 

 Display data maksudnya adalah me .ngate .gorikan pada satuan-

satuan analisis be .rdasarkan fokus dan aspe .k pe .rmasalahan yang dite .liti, 

atau data yang be .rtumpuk-tumpuk, laporan yang te.bal, de.ngan se .ndirnya 

akan sukar me .lihat gambaran ke .se.luruhan untuk me.ngambil ke.simpulan 

yang te .pat
47

 

3. Pe.narikan Ke .simpulan 

 Langkah yang te .rakhir adalah me .nyimpulkan data-data yang 

me.mungkinkan dipe .role.h ke .absahan hasil pe .ne.litian. Dari awal pe .ne.liti 

harus be .rusaha me .ncari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang 

te.lah dipe .role.h maka pe.ne .liti me.ncoba me .narik ke .simpulan yang 

biasanya masih kabur, diragukan, te .tapi de.ngan be.rtambahnya data, maka 

ke.simpulan itu akan le .bih je.las. Jadi, ke.simpulan harus se .nantiasa 

dive.rifikasi se .lama pe .ne.litian be.rlangsung.
48
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Be .rdasarkan hasil pe.ne.litian me.nge .nai Tinjauan Fiqh Jinayah 

te.rhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Bire .ue.n No. 2/JN/2024/MS.Bir 

te.ntang jarimah pe .le.ce .han se .ksual te .rhadap anak di bawah umur, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Putusan Mahkamah Syar‟iyah te .ntang Jarimah Pe .le.ce .han Se .ksual te.rhadap 

Anak di Bawah Umur, ini me.wakili komitme.n Mahkamah Syar'iyah dalam 

me.nangani kasus jarimah me.ngungkapkan se .ksual te.rhadap anak di bawah 

umur. Te .rdakwa ZA te.rbukti se .cara sah me .lakukan tindakan yang 

me.rugikan anak kandungnya yang be .rusia 10 tahun. Prose.s hukum yang 

dijalani me.nunjukkan bahwa le .mbaga ini tidak hanya be .rfungsi se .bagai 

te.mpat pe .nye .le .saian pe .nye .le .saian, namun juga be .rpe.ran pe .nting dalam 

pe.rlindungan anak. Hukuman pe .njara se .lama 78 bulan yang dijatuhkan 

tidak hanya se .bagai be .ntuk sanksi, te.tapi juga se .bagai pe .san te .gas ke .pada 

masyarakat bahwa tindakan yang be .rsifat se .ksual tidak akan ditole.ransi. 

De .ngan de .mikian, ke.putusan ini me.njadi langkah strate .gis dalam 

me.nciptakan rasa aman bagi anak-anak dan me .mbe.rikan ke .adilan ke.pada 

korban se .rta ke .luarganya.

2. Dari pe .rspe .ktif Fiqh Jinayah, jarimah pe .le.ce .han se.ksual dianggap se .bagai 

pe.langgaran se .rius yang harus dike .nakan sanksi ta'zir. Qanun Ace .h Nomor 

6 Tahun 2014 me.mbe.rikan landasan hukum yang je .las untuk me.nangani 
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kasus-kasus ini. Imple .me.ntasi qanun ini, se .pe .rti yang diungkapkan dalam 

putusan Mahkamah Syar'iyah Bire .ue.n Nomor 2/JN/2024/Ms.Bir, 

me.nunjukkan re .le .vansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konte .ks lokal. 

Sanksi yang dibe .rikan tidak hanya be .rtujuan untuk me.nghukum, te .tapi 

juga untuk me .ndidik pe.laku agar tidak me .ngulangi pe.rbuatannya. 

B. Saran 

Be .rdasarkan ke .simpulan di atas, saran yang dapat diajukan adalah 

se.bagai be .rikut: 

1. Pe.ningkatan Ke .sadaran Hukum: Pe.me .rintah dan le.mbaga te .rkait pe .rlu 

me.ningkatkan ke .sadaran hukum di masyarakat me.nge .nai Qanun Ace .h 

Nomor 6 Tahun 2014, se.hingga masyarakat le .bih me .mahami hak-hak 

me.re .ka dan be .rani me .lapor jika te.rjadi pe .le.ce .han se.ksual. 

2. Dukungan untuk Korban: Dipe .rlukan program-program dukungan 

psikologis yang le .bih baik bagi korban pe .le .ce.han se .ksual, te.rmasuk 

pe.ndampingan hukum dan psikologis untuk me.mbantu me.re .ka pulih 

dari trauma. 

3. Pe.ne.litian Lanjutan: Pe.ne.litian le .bih lanjut dipe.rlukan untuk 

me.nge .ksplorasi le.bih dalam te .ntang imple .me.ntasi qanun ini dan 

e.fe .ktivitasnya dalam me .mbe.rikan pe .rlindungan hukum ke.pada anak-

anak di Ace .h. Pe.ne.litian ini diharapkan dapat me .mbe.rikan 

re .kome.ndasi yang le .bih spe.sifik te.rkait ke.bijakan dan praktik yang 

dapat me .mpe.rkuat pe .rlindungan te .rhadap anak dari ke .ke.rasan dan 

e.kploitasi. 
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De .ngan de .mikian, diharapkan pe .ne.litian ini dapat me .mbe.rikan 

kontribusi signifikan dalam upaya me .ningkatkan pe.rlindungan hukum 

te.rhadap anak dan me .ngurangi kasus pe .le.ce .han se .ksual di masyarakat 

Ace .h. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 02/JN/2024/MS.Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili  perkara

Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah

menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Pelecehan  Seksual

dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :  XXXXXXXXXX 
Nomor Identitas : 1111052007680002
Tempat lahir : Pante Pisang
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pante Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen,

 Prov. Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

PENAHANAN:

1. Penyidik :  Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 02 Maret 2024 s/d 21

Maret 2024;

2. Perpanjangan JPU    : Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal     tanggal 22

Maret 2024 s/d 20 April 2024

3. Perpanjangan  Mahkamah  Syar’yah  Bireuen  :  Rutan  Polres  Bireuen,

sejak tanggal 21 April 2024  s/d 20 Mei 2024;

4. Pembantaran Penahanan : RSUD Fauziah Bireuen, sejak tanggal 04 Mei

     2024 sampai menyatakan sembuh;

5. Pencabutan Pembantaran : Rutan Polres Bireuen sejak tanggal 07 Mei

2024 s/d 23 Mei 2024;

6. Perpanjangan Penahanan MS : Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 24

Mei 2024 s/d 22 Juni 2024;

Hal. 1 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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7. Penuntut Umum    : Lapas Kelas II Bireuen, sejak tanggal 03 Juni 2024

s/d 17 Juni 2024;

       8. Penahanan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, sejak tanggal 11 Juni

2024 s/d 30 Juni 2024;

9. Penahanan Ketua Mahkamah Suyar’iyah Bireuen sejak tanggal 01 Juli

2024 s/d 09 Agustus 2024;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya;

- Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 

2/JN/2024/MS.Bir tanggal 10 Juni  2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 

Nomor 2/JN/2024/MS.Bir tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari 

Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota 

Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukum, Replik Penuntut Umum, dan 

Duplik Terdakwa/Penasihat Hukum; 

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan 

persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah 

Syar’iyah Bireuen oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. 

Perkara: XXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada

tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai, Desa Pante

Pisang, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen, pada saat  Anak Korban yang

merupakan anak kandung Terdakwa yaitu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX yang pada saat

jarimah dilakukan masih berusia 10 tahun)  sedang bermain dengan

teman Anak Korban yaitu saudari KIA, lalu KIA mengatakan kepada Anak

Korban ”qila beuklam ayah kah i  culok jaroe lam boh kah”  (qila tadi

malam ayah  kamu  mencolok  jarinya  ke  dalam kemaluan  kamu), lalu

Hal. 2 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Anak Korban mengatakan ”ok kah (bohong kamu)”  kemudian saudari

KIA mengatakan ”betoi hay, na kungieng beuklam wate ku beudoh jak u

mon, ku ngieng ayah kah peutamong jaroe u dalam kolor kah (betul hay

ada saya lihat semalam waktu saya bangun mau ke kamar mandi,  ada

saya lihat ayah kamu memasukkan tangannya kedalam celana kamu)”

namun Anak Korban tidak percaya karena Anak Korban sedang tertidur

dan tidak merasakan apa-apa.

- Bahwa selanjutnya pada hari  Minggu tanggal 25 Februari  2024 sekira

pukul 02.00 WIB  bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai  Desa

Pante  Pisang,  Kec.  Peusangan,  Kab.  Bireuen,  pada  saat  Terdakwa

sedang tidur bersama dengan Anak Korban dan anak kandung Terdakwa

lainnya, Anak Korban merasakan Terdakwa memegang dan menggesek-

gesekkan sesuatu di dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban

merasakan tangan Terdakwa yang berada di dalam celana dalam Anak

Korban.  Kemudian  Terdakwa  menggesekkan  jari  tangan  Terdakwa  di

dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Anak

Korban  agar  tidur  berhadapan  dengan  Terdakwa,  lalu  Terdakwa

menempelkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban di

luar  celana  dalam  Anak  Korban.  Selanjutnya  Terdakwa  melanjutkan

perbuatan Terdakwa dengan menekan dan menggesek-gesek kemaluan

Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban.  Kemudian Anak Korban

langsung  membalikkan  badan  membelakangi  Terdakwa  namun

Terdakwa tetap menempelkan dan menggesekkan kemaluan Terdakwa

di  bawah pantat  Anak  Korban sehingga  Anak Korban merasa  sangat

ketakutan  dan  kemudian  langsung  berpindah  posisi  tempat  tidur

menjauhi Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum  No: 26/2024 tanggal 27 Maret

2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA ROSLITA, Sp.OG

dokter pemerika di poli kebidanan pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah

Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Tidak  didapatkan  jejas  dan  tanda-tanda  kekerasan  di  vagina  dan

perineum

Hal. 3 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- Selaput dara utuh.

      Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam

pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat.

DAN

KEDUA

     Bahwa ia Terdakwa  XXXXXXXXXX  pada hari  Jumat tanggal  23

Februari  2024 sekira pukul  00.30 WIB  atau setidak-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan Februari  tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu

lain  dalam  tahun  2024  bertempat  di  dalam  rumah  Terdakwa  di  Dusun

Damai  Desa  Pante  Pisang,  Kecamatan  Peusangan,  Kabupaten  Bireuen

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Mahkama Syariah Bireuen yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya,  “dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan

seksual” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan

cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari  Jumat tanggal  23 Februari  2024 sekira pukul  00.30

WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Damai Desa Pante Pisang,

Kec.  Peusangan,  Kab.  Bireuen pada  saat  Terdakwa  sedang  tidur

bersama dengan Saksi  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang merupakan

anak  kandung  Terdakwa  dan  Anak  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX

(Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX yang pada saat

jarimah dilakukan masih berusia 10 tahun), Terdakwa tidur di dalam

rumah saksi  korban XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang bertempat  di

Dusun  Damai  Desa  Pante  Pisang,  Kec.  Peusangan,  Kab,  Bireuen,

kemudian  Saksi  XXXXXXXXXX  mengatakan  ”kop  brat  suum  pak  eu

(panas sekali pak yah)”,  lalu Terdakwa mengatakan ”beuh ka eh kenoe

sampeng pak,  nyoe kenong kipah angen (  yasudah kamu tidur  disini

disamping  bapak,  disini  kena  kipas  angin)”  kemudian  Saksi

XXXXXXXXXX mengatakan ”  han ek pak, lon disinoe mantong” ( tidak

mau pak, saya disini saja), lalu Terdakwa memaksa Saksi XXXXXXXXXX

Hal. 4 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Bir
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untuk tetap tidur disamping Terdakwa, namun Saksi XXXXXXXXXX tetap

menolak.  Kemudian  Terdakwa  berdiri  dan  tidur  di  samping  Saksi

XXXXXXXXXX  dan  langsung  memeluk  dan  mencium  pipi  serta  dahi

Saksi  XXXXXXXXXX,  lalu  Saksi  XXXXXXXXXX  menepis  tangan

Terdakwa dari tubuh Saksi XXXXXXXXXX sambil mengatakan  ”pinah

pak, lon suum ( pindah pak, saya panas)”  lalu Terdakwa mengatakan

”mang jih hanjeut ta com aneuk dara teuh? ( memang tidak boleh saya

cium anak gadis  saya?)”  kemudian Saksi  XXXXXXXXXX mengatakan

”bek pak, lon han ek (  jangan pak, saya gak mau)”  namun Terdakwa

masih  tetap  memeluk  Saksi  XXXXXXXXXX lalu  Terdakwa memegang

dan meraba kedua payudara Saksi XXXXXXXXXX dari luar baju Saksi

XXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Saksi

XXXXXXXXXX dan Terdakwa menarik tangan Saksi XXXXXXXXXX dan

meletakkan tangan Saksi XXXXXXXXXX ke kemaluan Terdakwa, namun

Saksi  XXXXXXXXXX langsung  melawan dengan menarik  tangan  dan

mendorong  tubuh  Terdakwa  dari  atas  tubuh  Saksi  XXXXXXXXXX.

Selanjutnya Terdakwa emosi dan memaki Saksi XXXXXXXXXX dengan

bahasa  kotor  sehingga  Saksi  XXXXXXXXXX ketakutan  dan  langsung

pindah posisi tidur;

Mengingat  ketentuan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27

Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat,  dan  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  serta  ketentuan  syara’  yang  berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah  melakukan  Jarimah  Pelecehan  Seksual  terhadap  Korban

sebagaimana  dalam Dakwaan kesatu  Penuntut  Umum,  yaitu  melanggar

ketentuan  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum

Jinayat sebagaimana dakwaan Kesatu;
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2. Menjatuhkan  'uqubat  ta'zir  terhadap  Terdakwa  XXXXXXXXXX dengan

'uqubat  penjara  selama  78  (tujuh  puluh  delapan)  bulan  dikurangi  masa

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; 

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

 1 (satu) baju daster bergambar kartun mickey mouse 

 1 (satu) celana lenging panjang warna hitam;

 1 (satu) celana dalam warna peach berles ungu dengan berenda hitam

Dikembalikan  kepada  pemiliknya  yaitu  XXXXXXXXXX  dan  saksi

XXXXXXXXXX

4. Menghukum  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Mahkamah Syar’iyah  Bireuen yang dilaksanakan pada hari  Senin  tanggal  22

Juli  2024  Masehi, bertepatan dengan tanggal  16 Muharram 1446  Hijriyah,

oleh kami  M. Syauqi S.H.I., SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Arif Sani.,

S.H.I dan Drs. Syardili, M.H,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

29 Juli  2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah

oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut

Umum Leni Fuji Lestari, S.H.,  dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

M. Arif Sani., S.H.I.

Ketua Majelis,

M. Syauqi S.H.I., SH., M.H

Hakim Anggota,
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Drs. Syardili, M.H.
Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

 

Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti sejak tang
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